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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sesungguhnya keadilan itu merupakan salah satu dari
nilai-nilai Islam vyang tinggi. Hal ini disebabkan
menegakkan keadilan dan kebenaran, menebarkan ketentraman,
meratakan keamanan, memperkuat hubungan-hubungan antara
individu dengan individu lain, memperkokoh kepercayaan
antara penguasa dan rakyat, menumbuhkan kekayaan,
menambshkan kesejahteraan dan meneguhkan tradisi, sehingga
tradisi itu tidak mengalami kerusakan atau kekacauandan
penguasa atau rakyat dapat menjalankan tujuannya didalam
bekerja, berproduksi dan berkhidmat kepada Negara, tanpa
menghadapi rintangan yang dapat menghentikan kegiatannya

atau menghalanginya untuk bangkit.

Sesungguhnyalah keadilan itu dapat diwujudkan
dengan menyampaikan setiap hak kepada vyang berhak dan
dengan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyari atkan
oleh Allah serta dengan menjauhkan hawa nafsu melalui
pembagian yang adil diantara sesama manusia. ( Sayyid
Sabig, 19893:17 ) Sebagaimana firman Allah dalam surat

Al-Hadiid ayat :25
c.fxg-)\(wuybw\tghi—gu«j\w
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Artinya

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami
dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami

turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca
(keadilan), supaya manusia dapat melaksanakan
keadilan"”. ( DEPAG, 1882 : 904 ).

Karena keé&ilan itu bagian dari hukum maka hukum
dituntut untuk mencari keadilan, terutama bagi orang yang
merasa dirugikan ( hak kebebasan/kemerdekaannya direbut ),

karena adanya kesalahan atau kekeliruan pengetrapan hukum.

Oleh karena itu pengadilan memberikan rehabilitasi
sebagaimana tercantum dalam KUHAP pasal g ayat 1
undang-undang no.14 tahunl870 tentang ketentuan-ketentuan

pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi sebagai berikut
"Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun
diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang
ataukarena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum
vang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi dan
rehavilitasi”,
Hal ini harus ada Undang-undang pelaksanaannya,
karena apa yang tercantum dalam undang-undang no. 14 tahun
1870, Sesungguh hanya mengatur tentang pokok-pokoknya saja

sebagai dasar hukum.

Untuk menuntut rehabilitasi telah diatur dalam
undang-undang no. 8 tahun 1981, khususnya bab XII tentang
rehabilitasi ( bagian kedua ), dalam pasal 97 KUHAP.-

(Djoko Prakoso, SH, 1888 : 86 )
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Tuntutan rehabilitasi merupakan tuntutan hak-hak
perdata. Pembentuk undang-undang mengaitkan tuntutan
hak-hak perdata ini dengan dan dalam hal "salah
pengetrapan” dari segala macam ketentuan-ketentuan hukum
pidana. Seperti ditegaskan dalam pasal 8 ayat 1
undang-undang no. 14 tahun 1870, baik kesalahan dalanm
pengetrapan hukum acara maupun dalam hukum pidana
materiil. Pembentuk undang-undang kemudian menjabarkan
pasal 9 undang-undang no. 14 tahun 1970 kedalam KUHAP,
supaya perkara gugatan pada suatu ketika dapat diputus

sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.

Dengan demikian pembentuk undang-undang telah
membuka peradilan umum, bahwa hakim pidana diberikan
wewenang untuk mengadili tuntutan hak rehabilitasi (

Martiman Prodjohamidjojo, SH, 1886 : 6 ).

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara Vvang
mnerdeks untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan‘ Pancasila maka kedudukan
dari hak-hak individu telah mendapatkan tempat yang

bermakna didalam undang-undang tersebut diatas.

Kedudukan individu didalam pelaksanaan hukum serta
didalam hak-hak asasi manusia yang dimilikinya, terwujud
dalam hukum pidana. ( Prof. Dr. Mr. Hard Abd. Halim G

Nusantara, 1986 : 7 )
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Selanjutnya dengan adanya kesalahan dalam hal
pemidanaan maka akan dirasakan kurang adil, apabila orang
itu tidak bersalah sama sekali, dijatuhi pidana walau

betapa ringannya pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena itu penuntutan rehabilitasi sebaimana
tercantum pada KUHAP pasal 1 butir 23 vang bunyinya

sebagai berikut

"Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat
penmulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya vang diberikan pada tingkat
penyelidikan, penuntutan atau peradilan karena
ditangkap, ditahan,dituntut atau kekeliruan mengenai
orang atau hukum yang diterapkan menurut cara vyang
diatur dalam undang-undang”. ( Ramdlon Naning, SH,
18982 : 27 )

Hal ini juga sesuai dengan pasal 87 ayat 1 dan 3 Jo

pasal 77 KUHAP.

Yang tidak dijelaskﬁn dalam KUHAP islah apakah
rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif ( dituntut
oleh terdﬁkwa Yy, ataukah imperatif. Artinya setiap kali
hakim memutus bebas stau lepas dari segala tuntutan hukum
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan

rehabilitasi.

Perlu diperhatikan bahwa sebagaimana halnya dengan
ketentuan tentang ganti kerugian, pada proses rehabilitasi
pun dibedakan antara perkara yang diajukan ke Pengadilan

Negeri berlaku ketentuan pasal 87 ayat 1 dan 2 EKUHAP
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tersebut, sedang vang tidak, diputus oleh hakim
praperadilan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 77.
Hal ini disebut oleh pasal 87 ayat 3 KUHAP. ( Dr. A.

Hamzah, SH, 1993 : 242 )

Menurut hukum islam dalam mewujudkan suatu keadilan

terdapat dalam firman Allah surat Shaad ayat : 26

w\ﬂ\a;b,._i»{.’ \_*b_)bﬂg‘a\_;z_:is&hqbbﬁ‘_g
(3Tre) - 20
Artinya :

“Hai Daud sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai
kholifah ( penguasa ) dibumi, maka berilah keputusan
diantara manusia yang adil”. ( DEPAG, 1982 : 736 )

Dan karena kekeliruan dalam menerapkan hukum,
sebagaimana riwayat dari Abu Huroiroh ra, mengenai
kejadian yang menimpa diri Tsumamah Ibnu Utsal yang diikat
disalah satu tiang masjid karena dituduh melakukan suatu
tindak pidana. Kata Abu Huroiroh dalam hadits tersebut

C.@MAJ‘WJ\JWL)‘I_A\LJMW s IO
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Artinya : - (
"Qutaibah bercerita kepada kami, bercerita kepada
Laits dari Said bin Abi Said, bahwasanya ia mendengar
Abu Huroiroh ra. berkata : Rosulullah OSAW mengutus
pasukan berkuda disekitar daerah Najed, kemudian
mereks datang dan membunuh seorangd 1aki-1aki dari
keluarga Bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal,

>
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pemimpin orang-orang Yamamah. Mereka mengikatnya
disebush tiang dari tiang masjid kemudian Rosulullah
SAW keluar menemuinya seraya berkata dan apa yang
terjadi pada dirimu hai Tsumamah, 1ia menjawab: saya

orang baik-baik wahai Muhammad. Maka ia mengemukakan

cer
lep

rehabil
pidansa,

Sya’‘bi

itanya ( peristiwanya ) 1alu Nabi berkata
askanlah Tsumamah". ( HR Buchori , juz IV, tt : B62)

Hadits diatas, belum menjelaskan sedangkan masalah
jtasinya hak karena kekeliruan penerapan hukum
berdasar suatu kasus vyang diriwayatkan oleh Asy

sebagai berikut

AL_JaLLiLQ<%ih»u.L;_,‘Jk§}. Ait&ﬂazc:%é%ﬂj~;\dztézﬁﬂlﬂ
B OPIE WAV KGR PN PR PPN CL P

Artinya
“Da

ri Asy Sya’bi : yaitu adsa dua orang lelaki

mempersaksikan didepan ALi bin Abi Tholib ra, bahwa

seo
tan

rang lelaki mencuri, maka Ali putuskan - dipotong
gan lelaki, kemudian datang kedua saksi itu sesudah

membawa lelaki lain, seraya berkata : kami ragu (

kel
mak
dit
tel
aku

iru sebenarnya yang mencuri adalah orang ini ),
a Ali membatalkan kesaksian keduanya dan keduanya
etapkan mengganti kerugian diat tangan lelaki vyang
ah dipotong tangan itu, dan Ali berkata : sekiranya

mengetahui kamu berdua berbuat yang demikian

dengan sengaja, niscaya aku potong kamu berdua”.

( A

( mengg

pidana

hmad Fat-hi Bahansi, 1984 : 47 )

Riwayat tersebut diatas mengandung pengertian dloman

anti kerugian ).

Mengingat akan pentingnya kedudukan dalam perkara

sebagaimana riwayat diatas, maka untuk membuat
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tuhtutan haruslah memperhatikan beberapa persyaratan yang
telah ditentukan, oleh karena itu untuk mengajukan tuntutan
tidak boleh dilakukan dengan gegabah akan tetapi diperlukan
ketelian dan kehati-hatian, agar tgrhindar dari kekeliruan
atas kesalahan tuntutan.

Sekalipun hakim sudah cukup hati-hati dalam memutus
perkara, akan tetapi sebagai manusia biasa ia tidak akan
luput dari khilaf atau salah sehingga akan selalu ads
kemungkinan terjadi beberapa kekeliruan atau kesalahan

dalan memutuskan suatu perkara.

Dengan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam
memutus perkara, terdakwa merasakan dirugikan oleh karena
itu ia menuntut pengembalian haknya. Dan hakim wajib
menghilangkan hal-hal yang menyebabkan kerugian tersebut.

Para ahli hukum Islam telah mengemukakan antara lain
-, = \ - N _ -

oﬁ “\-P N c l ‘)_9‘6 ’\
Artinya

“Suatu gugatan vyang diajukan kepadsa hakim vang
berisikan tuntutan atas hak atau mempertahankan hak
tersebut”. ( Moh. Salam Madkur, 1878 : 87 )

Demikianlah peradilan yang pernah terjadi dimasa
Rosul dan sahabat hingga sampai sekarang masalah itu masih
ada, dan dengan adanya undang-undang hukum acara pidana dan

syari’at Islam mengenai hak asasi manusia dalam pelaksanaan
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keadilan dan tuntutan-tuntutan keadilan maka dalam hal ini
hukum adalah dasar dan aturan-aturan untuk menegaskan suatu

kebenaran didalam lembaga keadilan.

B. Identifikasi Masalah.

Dari latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa
masalah pokok yvang akan dibicarakan dan dipelajari adalah
rehabilitasi/pemulihan hak orang vang diputus tidak
bersalah oleh pengadilan ( studi perbandingan ), ini
menyangkut tuntutan dalam soal keadilan dilihat dari segi

KUHAP dan hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah.

Dalam pembatasan masalah ini, kirénya dapat
dipaparkan bahwa pembatasan ini supaya tidak terlalu
terbelit-belit maka diperlukan pembatan masalah, oleh

karens itu studi yang akan di rencanakan dibatasi

- Dari segi subyek : orang yang diputus tidak bersalah oleh

pengadilan.
- Dari segi aktifitas : rehabilitasi/pemulihan hak dalam
KUHAP dibandigkan dengan hukum

Islam.



D.

Perumusan Masalah,

Berpijak dari apa vyang dipaparkan dalam latar

belakang masalah yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagail

bertikut

1.

Bagaimana proses rehabilitasi/pemulihan hak orang vyang
diputus tidak bersalah oleh pengadilan menurut KUHAP dan
hukum Islam.

Bagaimana studi perbandingan mengenai rehabilitasi
/pemulihan hak orang yang diputus tidak bersalah

oleh pengadilan mwenuvut KUHA? dan hukum. Islam .

Tujuan Studi.

Sejalan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan

studi ini adalah

1. Untuk mengetahui secara luas mengenai

rehabilitasi/pemulian hak orang vang diputus
tidakbersalah oleh pengaailan menurut KUHAP dan
hukum Islam.

Ingin mengetahui secara  pasti mengenai studi
perbandingan terhadap rehabilitasi/pemulihan hak orang
yang diputus tidak bersalah oleh pengadilan

menurut KUHAP dan hukum Islam.



F.

73

Kegunaaw Studi.

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat dan berguna

sekurang-kurangnya dua hal

1.

Untuk menambah ilmu peﬁgetahuan mengenai hukum, dan
aturan-aturan bagi orang merasa dirugikan oleh hukum
untuk pengembalian harkat dan martabatnya.

Dapat dijadikan bahan acuan bagi yang berkepentingan,
khususnya mahasiswa Fakultas Syari ah dalam

menyusun karya ilmiah untuk penelitian berikutnysa.

Data-Data Yang Akan Dihimpun.

Data-data yang akan diperlukan dalam penelitian ini

secara garis besar adalah

Dasar-dasar hukum Al-Qur an dan Hadits.

Pasal-pasal dalam KUHAP tentang masalah-masalah dalam
pelaksanaan hukum pidana terutama rehabilitasi/pemulihan
hak. '

Ketentuan-ketentuan hak manusia dalam suatu keadilan,

atau harkat dan martababatnysa.

Sumber Data.

Dari data-data yang bersifat global diatas, seluruh

data yang diperlukan bersumber pada buku-buku atau
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kitab-kitab yang berkaitan dengan rehabilitasi.

I. Teknik Penggalian Data.

Dalam tekhnik penggalian data ini dilakukan

dilakukan dalam bentuk penelitian pustaka.

J. Methode Analisa Data.

Data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan
akan dianalisa secara kwalitatif, dengan tahap-tahap
sebagai berikut
1. Pengolahan data dengan cara editing, vyaitu pemeriksaan

kembali semua data yang diperoleh, kejelasan makna,
kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnys,
relevasi dan keseragaman satuan atau kelompok data.

2. Pengorganisasiah data, yaitu menyusun dan
mensistematikan data yang diperoleh, dalam kerangka
paparan tersebut akan disesﬁaikan dengan masalah vyang
akan dibahas.

3. Perumusan hasil, vyaitu melakukan /analisis lanjutan
tebhadap hasil pengoganisasiaﬂ data, dengan
menggunakan methode sebagai berikut
— Methode diskriptif, yaitu dengan jalan menggambarkan

secarajelas data yang ada hubungannya dengan pokok

bahasan.
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— Methode komperatif, yaitu methode vyang digunakan
dengan Jjalan membandingkan antara norma hukum

dan sistem hukum.



